NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAL AN

DENGAN

PEMEEINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUPR SIPIL NEGAPA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUP PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHU:N 2020

Nomor : 20/K.fT/HM.01.00/11/2020
Nomor . 2/MolLi /2020

Pada hari Senin Tanggal Sembilan Bulan Februan Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
kami yang hertanda tangan di bawah ini :

1. SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.S1  : Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Banggai

Kepulauan dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Badan

Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan,

vang bherkedudukan di jalan Kn

Tengini Nomor:- Bongganan,

Salakan, Banggal Kepulauan, vang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PERTAMA.
II. RAIS D. ADAM : Pelaksana Tugas (Plt) Bupati
Banggai Kepulauan Provinsi

Sulawesi Tengah, sesuai Surat




Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 131.72-292 Tahun 2019
tanggal 13 Februanm 2019 tentang
Penugasan Wakil Bupati Banggai
Kepulauan selaku Pelaksana Tugas
Bupati Banggai Kepulauan, yang
berkedudukan dan herkantor di
Salakan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggail
Kepulauan, yang selanjutnya
diseburt sebagat PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK", dan masing-masing disebut "PIHAK". PARA PIHAK terlebih dahulu
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota, maka proses pelaksanaan Pemilihan harus
berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang ini khususnva dalam
peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengawasan Pilkada
Tahun 2020;

Bahwa dalam rangka kebersamaan, persatuan dan kesatuan maka PIHAK
KEDUA sebagai Organisasi Pemerintah Dacrah yang mandiri, bebas, aktif,
professional, netral, dan produktif, turut bertanggung jawab dalam
pengawasan Pemilihan Gubernur dan Walil Gubernur Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b perlu menetapkan Nota Kesepahaman Bersama antara Bawaslu Kabupaten
Banggai Kepulauan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman
Pengawasan Partisipatif dan Pengawasan Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara)
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2020, dengan ketentuan sebagai berikut:




Pasal 1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buel, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3906), berwenang
untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparalur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pernilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Nomor 5898); '

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Scngketa Proses Pemillhan Umum (Berita
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Penyclenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2018 Nomar 870);

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan partisipasi Organisasi
Pemerintah Daerah sebagai relawan serta meningkatkan kapasitas dan

sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilhihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
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Pasal 3

Ruang Lingkup

Kuang lingkup nota kesepahaman ini meliputi upaya pencegahan Keteriibatan
apataiun sipil pegars dolam poliinh prakils dan sosialisasl setia pengawasan
bersama dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
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b. Koordnasi dalam rangka pengawasai terhadap tahapan Pemilihan Guberiiic
dan Wl Gubernor Pegveng Sulawesi Tenpah Tahan 2020
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1. Mengelaurkan surat cdaran ferail larangan ASN melakukan politik
prakiis dalam penvelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubcrnur
provinsi sulawesi tengah tahun 2020.
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3. Membentuk relawan pengawas pemilihan guhernur dan wakil gnbermnr
provinsi sulawesi tengah yang berasal dari kader pihak PIHAK KEDUA
vang pembiavaannya ditanggung PIHAK PERTAMA.
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Nota kesepahaman ini berlaku selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur provinsi sulawesi tengah tahun 2020 dan dapat di perpanjang atas
kesepakatan PARA PIHAK.

1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan
diatur dan di tetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari nota kesepahaman ini.

2) Nota kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal
scbagaimana di sebutkan diatas dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
KETUA BAWASLU Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
ttd ttd

SUPRIATMO LUMUAN, S.SOS., M.Si RAIS D. ADAM

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
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